BUPATI BANTUL
PERATURAN  BUPATI BANTUL

NOMOR     16    TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul  serta untuk meningkatkan prestasi , dedikasi dan produktifitas kerja, perlu memberi kesempatan bagi pegawai negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengikuti pendidikan melalui ijin belajar , tugas belajar dan tugas belajar khusus;;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas  Belajar Khusus  bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;




	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;


Menetapkan : 

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, TUGAS    BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah atas inisiatif dan pembiayaan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan pelaksanaannya di luar jam kerja.
6. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang ditentukan Pemerintah Daerah.
7. Tugas Belajar Khusus adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mendapatkan perintah khusus dari Bupati Bantul untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan Pemerintah Daerah, dengan tidak meninggalkan tugas atau kewajibannya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pemberian Ijin Belajar , Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan guna meningkatkan pengetahuan , ketrampilan, dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
(2) Tujuan pemberian Ijin Belajar , Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil kaitannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB II

KEWENANGAN PEBERIAN 

IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS

Pasal 3

Pemberian Ijin Belajar , Tugas Belajar Ijin Belajar , Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus adalah merupakan kewenangan Bupati dan dapat dilimahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
Pasal 4

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja;
b. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;

c. Pendidikan tidak diselenggarakan dengan model kelas jauh dan Sabtu-Minggu.
Pasal 5

(1) Pemberian Ijin belajar un tuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan pokok instansi yang bersangkutan.
(2) Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil di daerah pemberian ijin belajar dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Ijin belajar untuk tingkat SLTP dilimpahkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

b. Ijin belajar untuk tingkat SMA/SMK, D.l, D.ll, D.lll, Akta I, Akta II dan Akta III dilimpahkan kepada Asisten Aministrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
c. Ijin belajar untuk tingkat sarjana , D.lV, Pasca Sarjana , Spesialis l, Spesialis ll, doctor, Akta lV, dan Akta V dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
Pasal 6

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Umur setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV;

b. Umur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima ) tahun untuk strata I;

c. Umur setinggi-tingginya 40 (empat puluh ) tahun untuk Strata II dan dokter spesialis;

d. Umur setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima ) tahun untuk Strata III;

e. Lulus seleksi di perguruan tinggi negri.

f. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan menduduki jabatan structural atau fungsional diberhentikan dari jabatan structural atau fungsional;

g. Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib mengabdikan diri kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan pension.

Pasal 7

Tugas Belajar Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
a. mendapatkan perintah khusus dari Bupati;

b. tidak mengganggu tugas kedinasan;

c. setelah selesai tugas belajar khusus yang bersangkutan wajib mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan pensiun. 
BAB IV

TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN

Pasal 8

(1) Ijin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program pendidikan SMP, SMU/SMK, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Akta I, Akta II, Akta III, Akta IV, Akta V, Strata I, Strata II dan Strata III.
(2) Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program pendidikan formal Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Akta I, Akta II, Akta III, Akta IV, Akta V, Strata I, Strata II Dokter Spesialis dan Strata III.

Pasal 9

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian ijin belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melampirkan :
a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;

b. Surat permohonan kepada Bupati;

c. Foto copy sah DP-3 tahun terakhir ;

d. Foto copy sah SK pangkat terakhir;

e. Foto copy sah KARPEG;

f. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);

g. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan / perguruan tinggi dan jadwal perkuliahan;

Pasal 10
Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;

b. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

d. Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan(DP3) setiap unsure sekurang-kurangnya baik dalam 2(dua) tahun terakhir.
Pasal 11

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memberikan rekomendasikan sementara kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan kerjanya yang akan melakukan seleksi  pada Lembaga Pendidikan yang menetapkan Persyaratan seleksi.

Pasal 12
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus berhak menerima tunjangan Belajar.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus setelah selesai pendidikan diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijasah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus wajib melapor kepada Bupati secara berkala dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus wajib menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu yang telah diberikan.

BAB VI

SANKSI
Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khususyang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya diberikan sanksi sebagai berikut :
a. pencabutan pemberian Tugas Belajar dan diwajibkan mengembalikan tunjangan belajar yang telah diterima , apabila yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa alas an yang sah , atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;

b. pemberhentian pemberian tunjangan belajar dan diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya atas biaya sendiri , apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin belajar , Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan telah diberikan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Nomor 213 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul;
2. Keputusan Bupati Nomor 148b Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 213 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pemuatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  16  Mar 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor    17  Tahun 2007

Tanggal   16  Mar  2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL’

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(           Pembina Utama Muda, IV/c         )

NIP.  490017858

